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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 
Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Handphone Akibat Kelalaian Korban di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Proses penyidikan tindak pidana pencurian handphone akibat kelalaian korban di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan pada dasarnya dimulai dari adanya laporan korban atau pelapor kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut menjadi titik awal bagi penyidik untuk menilai apakah peristiwa yang disampaikan mengandung dugaan tindak pidana atau masih sebatas peristiwa kehilangan biasa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, proses penyidikan dimulai setelah pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menerima laporan dari korban mengenai tindak pidana pencurian. Terduga pelaku kemudian diamankan oleh warga bersama kepala lingkungan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diperiksa. Pemeriksaan awal dilakukan untuk mengetahui identitas pelaku, kronologi kejadian, barang yang dicuri, cara pelaku melakukan pencurian, serta pihak-pihak yang terlibat dalam menjual atau menggadaikan barang hasil pencurian. Setelah ditemukan adanya dugaan keterlibatan dalam tindak pidana tersebut, pemeriksaan dilanjutkan dengan menempatkan pelaku sebagai tersangka. Seluruh keterangan yang diperoleh kemudian dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan, dibacakan kembali kepada tersangka, dan ditandatangani untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilanjutkan ke tahap proses hukum berikutnya.

Dalam perkara pencurian handphone, penyidik tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa handphone yang hilang merupakan hasil pencurian. Penyidik terlebih dahulu melihat kronologi kejadian, posisi handphone sebelum hilang, keadaan korban, serta ada atau tidaknya pihak lain yang mengambil kesempatan dari kelalaian korban.

Kelalaian korban dalam menjaga barang miliknya tidak menghapus kemungkinan adanya tindak pidana pencurian. Apabila ada pelaku yang mengambil handphone tersebut dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, maka perbuatan pelaku tetap dapat diperiksa sebagai pencurian meskipun korban sebelumnya kurang hati-hati.

Penyidik kemudian menghubungkan laporan korban dengan unsur Pasal 362 KUHP, yaitu adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur ini menjadi pedoman utama agar penyidikan tidak hanya berfokus pada hilangnya handphone, tetapi juga pada perbuatan aktif pelaku.

Dalam BAP yang dilampirkan, perkara ini berhubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/508/VII/2025/SPKT/Polres Pelabuhan Belawan/Polda Sumut atas nama pelapor Samariani Sinaga. BAP tersebut memperlihatkan bahwa penyidik memeriksa peristiwa sebagai dugaan pencurian yang berkaitan dengan pengambilan barang berupa handphone dan sepeda motor.

Tahap awal penyidikan biasanya dilakukan melalui penerimaan laporan, pencatatan identitas pelapor, pencatatan waktu dan tempat kejadian, serta uraian singkat mengenai barang yang hilang. Dari tahapan ini penyidik memperoleh gambaran awal tentang hubungan antara korban, barang, tempat kejadian, dan dugaan perbuatan pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU M. Siriat, S.H., M.H. pada tanggal 25 Mei 2026, penyidik terlebih dahulu memastikan bahwa korban benar-benar kehilangan handphone karena perbuatan orang lain, bukan semata-mata karena lupa meletakkan barang. Pemeriksaan awal dilakukan dengan meminta korban menjelaskan urutan kejadian secara jelas dan runtut.

Setelah laporan diterima, penyidik melakukan pengumpulan keterangan dari korban dan saksi yang dianggap mengetahui keadaan sebelum dan sesudah handphone hilang. Keterangan ini penting karena pencurian handphone akibat kelalaian korban sering terjadi dalam situasi yang tidak disaksikan secara langsung oleh banyak orang.

BAP menunjukkan bahwa handphone yang menjadi objek perkara adalah Realmi C2 warna biru RAM 2/32 dengan nomor IMEI yang disebutkan dalam pemeriksaan. Pencantuman identitas handphone tersebut penting karena dapat membantu penyidik membedakan barang milik korban dengan barang lain yang sejenis.

Dalam proses penyidikan, bukti kepemilikan handphone menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan. Bukti tersebut dapat berupa nomor IMEI, ciri fisik handphone, akun yang digunakan korban, kotak pembelian, atau keterangan korban yang menjelaskan bahwa handphone tersebut berada dalam penguasaannya sebelum diambil.

Penyidik juga perlu membedakan antara kehilangan akibat kelalaian korban dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya terletak pada adanya perbuatan pelaku yang secara sadar mengambil barang tersebut dan kemudian menguasainya tanpa izin pemilik.

Dalam perkara ini, proses penyidikan tidak hanya menelusuri handphone, tetapi juga mengurai bagaimana pelaku masuk ke lokasi dan mengambil barang ketika melihat kesempatan. Hal ini penting karena kelalaian korban sering dimanfaatkan pelaku sebagai peluang untuk melakukan pencurian.

Keterangan dalam BAP menjelaskan bahwa pelaku melihat keadaan lokasi sepi, kemudian masuk ke ruangan dan melihat handphone sedang dicas tidak jauh dari kulkas. Keterangan tersebut memperlihatkan adanya rangkaian tindakan yang menunjukkan pengambilan barang dilakukan secara sadar.

Setelah memperoleh keterangan awal, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga mengetahui keberadaan pelaku atau barang hasil pencurian. Pemeriksaan seperti ini biasanya diarahkan untuk mencari hubungan antara pelaku, barang yang hilang, dan pihak yang menerima atau membeli barang tersebut.

Dalam perkara pencurian handphone, penelusuran setelah barang berpindah tangan menjadi bagian yang penting. Handphone yang telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain tetap dapat menjadi barang bukti sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana.

Menurut AIPDA Tomi Septani dalam wawancara tanggal 25 Mei 2026, penyidik pembantu berperan dalam membantu proses administrasi penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, dan penyusunan berkas perkara. Peran tersebut penting agar proses penyidikan berjalan tertib dan tidak melompat dari satu tahap ke tahap lain tanpa dasar.

Penyidikan juga dilakukan dengan memperhatikan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam konteks pencurian handphone, alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan tersangka, surat, petunjuk, dan barang bukti yang ditemukan selama proses penyidikan.

BAP perkara ini memuat keterangan bahwa handphone hasil pencurian dijual kepada seseorang bernama Widya sebesar Rp170.000,00. Keterangan tersebut menjadi petunjuk bagi penyidik untuk menelusuri aliran barang hasil pencurian dan membangun hubungan antara pelaku dengan barang yang diambil.

Tahap pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh dasar yang cukup bahwa orang tersebut berhubungan dengan peristiwa pidana. Pemeriksaan tersangka harus dilakukan sesuai prosedur, termasuk memastikan tersangka dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar.

Pengakuan tersangka dalam BAP tidak boleh berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar pembuktian. Penyidik tetap harus menguatkannya dengan keterangan korban, saksi lain, barang bukti, dan keadaan yang bersesuaian agar penyidikan memiliki kekuatan pembuktian yang baik.

Dalam penyidikan perkara pencurian handphone, penyidik juga menelusuri apakah handphone masih berada pada pelaku atau telah berpindah ke pihak lain. Apabila barang telah dijual, penyidik dapat menggali keterangan mengenai siapa pembelinya, di mana transaksi terjadi, dan berapa nilai transaksi tersebut.

Pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara juga menjadi bagian penting meskipun tidak selalu ditemukan kerusakan fisik. Dalam perkara ini, BAP menerangkan bahwa tidak ada barang yang dirusak ketika pelaku mengambil barang, sehingga penyidik lebih menitikberatkan pada pembuktian pengambilan dan penguasaan barang tanpa izin.

Keterangan bahwa pelaku tidak memiliki izin dari pemilik kendaraan dan handphone memperkuat unsur melawan hukum. Unsur ini penting karena pencurian tidak hanya terjadi karena barang berpindah tangan, tetapi karena perpindahan itu dilakukan tanpa hak.

Proses penyidikan selanjutnya diarahkan untuk menyusun rangkaian peristiwa secara logis. Penyidik harus mampu menunjukkan kapan handphone berada pada korban, kapan pelaku melihat kesempatan, bagaimana pelaku mengambilnya, dan bagaimana barang tersebut kemudian dijual atau dialihkan.

Hasil wawancara dengan IPTU M. Siriat, S.H., M.H. menjelaskan bahwa penyidikan perkara pencurian handphone akibat kelalaian korban membutuhkan kehati-hatian karena penyidik harus membuktikan adanya tindakan mengambil, bukan hanya membuktikan adanya kehilangan barang.

Dalam sudut pandang penulis, proses penyidikan seperti ini memperlihatkan pentingnya ketelitian penyidik dalam membaca fakta. Kelalaian korban dapat menjadi latar peristiwa, tetapi fokus penyidikan tetap diarahkan kepada perbuatan pelaku yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk menguasai barang.

BAP juga memuat keterangan bahwa pelaku pergi dari lokasi setelah berhasil memperoleh handphone dan sepeda motor. Tindakan membawa pergi barang dari lokasi memperlihatkan adanya perpindahan penguasaan dari korban kepada pelaku, sehingga unsur mengambil menjadi lebih mudah dianalisis.

Penyidik kemudian mencatat kronologi tersebut dalam berita acara pemeriksaan agar dapat digunakan dalam proses hukum berikutnya. Berita acara pemeriksaan menjadi dokumen penting karena memuat uraian keterangan yang dapat menunjukkan hubungan antara fakta, alat bukti, dan pasal yang disangkakan.

Dalam perkara ini, penyidikan juga menyentuh keberadaan pihak lain yang membantu pengalihan barang hasil pencurian. Pihak seperti Ewin, Kelvin, Widya, dan Nina disebut dalam BAP sebagai pihak yang berkaitan dengan penjualan atau penggadaian barang hasil pencurian, sehingga keterangannya dapat dikembangkan oleh penyidik.

Penelusuran terhadap pihak-pihak tersebut penting untuk mengetahui apakah mereka hanya mengetahui barang setelah peristiwa terjadi atau ikut membantu pelaku. Dengan demikian, penyidikan dapat berkembang dari pencurian biasa menjadi pemeriksaan terhadap pihak lain apabila ditemukan dugaan perbuatan pidana lain.

Keterangan tersangka bahwa handphone dijual dengan harga yang relatif rendah dapat menjadi petunjuk mengenai maksud pelaku untuk segera mengalihkan barang. Dalam praktik, barang hasil pencurian sering dijual cepat agar pelaku memperoleh uang dan menghilangkan jejak penguasaan barang.

Penyidik juga harus memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan tanpa paksaan. Dalam BAP, yang diperiksa menerangkan bahwa keterangannya diberikan dengan sebenar-benarnya dan tidak merasa dipaksa, sehingga aspek formal pemeriksaan menjadi bagian dari keabsahan proses penyidikan.

Dalam hukum acara pidana, setiap tindakan penyidik harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Oleh karena itu, proses penyidikan pencurian handphone di Polres Pelabuhan Belawan harus mematuhi ketentuan KUHAP agar hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan di tahap selanjutnya.

Hasil wawancara dengan AIPDA Tomi Septani menegaskan bahwa penyidik pembantu juga memperhatikan kelengkapan administrasi, mulai dari laporan polisi, berita acara pemeriksaan, barang bukti, hingga keterangan pihak-pihak yang berkaitan. Kelengkapan ini diperlukan agar berkas perkara tidak lemah ketika diteliti oleh penuntut umum.

Dalam perkara pencurian handphone akibat kelalaian korban, keberadaan nomor IMEI menjadi salah satu data teknis yang dapat membantu identifikasi. Walaupun penyidikan tidak selalu bergantung pada pelacakan teknologi, pencantuman IMEI dalam BAP membantu memastikan identitas barang yang dicuri.

Proses penyidikan juga harus memperhatikan posisi korban sebagai pihak yang dirugikan. Korban perlu diberikan kesempatan menjelaskan kerugian, status kepemilikan barang, dan keadaan ketika barang tersebut terakhir kali dikuasainya.

Pada akhirnya, proses penyidikan tidak hanya bertujuan menemukan pelaku, tetapi juga menyusun peristiwa pidana secara utuh. Penyidik harus mampu menggambarkan hubungan antara kelalaian korban, kesempatan yang dilihat pelaku, perbuatan mengambil, serta pengalihan handphone setelah peristiwa terjadi.

Dengan demikian, proses penyidikan tindak pidana pencurian handphone akibat kelalaian korban di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dilakukan melalui penerimaan laporan, pemeriksaan korban dan saksi, pemeriksaan tersangka, pengumpulan barang bukti, penelusuran barang hasil pencurian, serta penyusunan berkas perkara.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kelalaian korban tidak menghentikan proses hukum apabila terdapat bukti bahwa handphone diambil oleh pelaku secara melawan hukum. Justru kelalaian korban menjadi bagian dari kronologi yang menjelaskan bagaimana kesempatan pencurian muncul dan dimanfaatkan oleh pelaku.

Berdasarkan pembahasan ini, proses penyidikan di Polres Pelabuhan Belawan telah diarahkan untuk membuktikan unsur pencurian melalui rangkaian fakta dan alat bukti. Hal tersebut penting agar perkara pencurian handphone akibat kelalaian korban tetap dapat diselesaikan secara hukum dan tidak berhenti pada anggapan bahwa peristiwa hanya disebabkan oleh kelalaian korban semata.

B. 
Kendala yang Dihadapi Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Handphone Akibat Kelalaian Korban di Wilayah Polres Pelabuhan Belawan

Kendala dalam mengungkap tindak pidana pencurian handphone akibat kelalaian korban sering muncul sejak awal pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena peristiwa biasanya terjadi dalam keadaan korban tidak sepenuhnya mengawasi barangnya, sehingga penyidik harus bekerja lebih teliti untuk membedakan kehilangan biasa dengan pencurian.

Kelalaian korban, seperti meletakkan handphone di tempat yang mudah dijangkau, meninggalkan handphone dalam keadaan dicas, atau tidak memperhatikan barang ketika berada di tempat umum, dapat membuat kronologi awal menjadi kurang jelas. Kondisi ini sering menyulitkan penyidik dalam menentukan titik awal pengambilan barang.

Dalam perkara yang diteliti, BAP menerangkan bahwa handphone berada dalam keadaan sedang dicas ketika pelaku melihat situasi sepi dan kemudian mengambilnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa kelalaian atau kurangnya pengawasan korban dapat membuka kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pencurian.

Kendala pertama adalah minimnya saksi yang melihat langsung peristiwa pengambilan handphone. Dalam banyak perkara pencurian handphone, saksi hanya mengetahui keadaan sebelum atau setelah barang hilang, bukan melihat pelaku ketika mengambil barang.

Minimnya saksi langsung membuat penyidik harus membangun pembuktian melalui petunjuk lain. Petunjuk tersebut dapat berasal dari keterangan korban, keterangan tersangka, keberadaan barang hasil pencurian, atau keterangan pihak yang menerima barang setelah kejadian.

Kendala kedua adalah cepatnya barang hasil pencurian berpindah tangan. Handphone merupakan barang yang mudah dibawa, mudah dijual, dan memiliki pasar informal yang luas, sehingga pelaku dapat dengan cepat mengalihkan barang kepada pihak lain.

Hasil wawancara dengan IPTU M. Siriat, S.H., M.H. pada tanggal 25 Mei 2026 menjelaskan bahwa salah satu kesulitan dalam perkara pencurian handphone adalah ketika barang sudah dijual dan berpindah tangan. Penyidik harus menelusuri pembeli atau penerima barang agar hubungan antara pelaku dan barang curian tetap dapat dibuktikan.

Dalam BAP, tersangka menerangkan bahwa handphone hasil pencurian dijual kepada Widya sebesar Rp170.000,00. Keterangan ini memperlihatkan bagaimana handphone dapat segera berpindah dari tangan pelaku kepada pihak lain tidak lama setelah pencurian terjadi.

Kendala ketiga adalah identifikasi barang apabila korban tidak memiliki bukti kepemilikan yang lengkap. Tidak semua korban menyimpan kotak handphone, bukti pembelian, atau nomor IMEI, sehingga penyidik terkadang harus mengandalkan keterangan korban dan ciri-ciri fisik barang.

Apabila nomor IMEI tidak diketahui korban, penyidik akan lebih sulit memastikan apakah handphone yang ditemukan merupakan barang milik korban. Oleh karena itu, data identitas handphone menjadi penting dalam memperkuat pembuktian.

Kendala berikutnya adalah perubahan kondisi handphone setelah dikuasai pelaku. Pelaku atau pembeli dapat menghapus data, mengganti kartu SIM, mengganti akun, atau memindahkan perangkat kepada orang lain, sehingga proses pelacakan barang menjadi lebih sulit.

Dalam perkara pencurian akibat kelalaian korban, penyidik juga menghadapi kendala psikologis dari korban. Korban terkadang merasa bersalah karena lalai menjaga barangnya, sehingga laporan atau keterangannya tidak selalu disampaikan dengan jelas sejak awal.

AIPDA Tomi Septani dalam wawancara tanggal 25 Mei 2026 menyampaikan bahwa penyidik perlu menggali keterangan korban secara sabar agar kronologi peristiwa dapat disusun secara runtut. Hal ini penting karena korban sering hanya mengingat bahwa handphone hilang, tetapi tidak langsung mengetahui siapa yang mengambilnya.

Kendala lain adalah adanya perbedaan antara nilai ekonomis handphone dan waktu yang dibutuhkan untuk penyidikan. Meskipun nilai handphone terkadang dianggap tidak terlalu besar, proses pembuktian tetap harus dilakukan sesuai hukum karena perbuatan pencurian menyerang hak milik korban.

Dalam BAP, handphone yang dicuri adalah Realmi C2 warna biru RAM 2/32. Walaupun nilai jualnya hanya disebut sebesar Rp170.000,00 ketika dialihkan, status barang tersebut tetap merupakan milik korban yang diambil tanpa izin.

Kendala selanjutnya berkaitan dengan keberadaan pihak ketiga yang menerima barang. Penyidik perlu memastikan apakah pihak ketiga mengetahui bahwa handphone tersebut berasal dari pencurian atau hanya membeli tanpa mengetahui asal-usul barang.

Penentuan posisi pihak ketiga penting karena dapat memengaruhi arah penyidikan. Apabila penerima barang mengetahui atau patut menduga bahwa barang berasal dari kejahatan, maka pemeriksaan dapat dikembangkan ke dugaan tindak pidana lain.

Dalam perkara ini, tersangka menyebut beberapa pihak yang berkaitan dengan pengalihan barang hasil pencurian, seperti Widya, Nina, Ewin, dan Kelvin. Keterangan tersebut membuka ruang bagi penyidik untuk mengembangkan pemeriksaan terhadap jaringan peredaran barang hasil kejahatan.

Kendala lain yang dihadapi penyidik adalah memastikan kesesuaian antara pengakuan tersangka dengan alat bukti lain. Pengakuan memang membantu, tetapi penyidik tetap harus mencari bukti pendukung agar perkara tidak hanya bergantung pada keterangan tersangka.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian tidak dapat hanya mengandalkan satu alat bukti. Karena itu, penyidik harus menyusun hubungan antara keterangan korban, keterangan tersangka, barang bukti, dan petunjuk yang ditemukan selama pemeriksaan.

Penyidikan pencurian handphone akibat kelalaian korban juga dapat terkendala oleh keterlambatan pelaporan. Semakin lama korban melaporkan peristiwa, semakin besar kemungkinan barang telah berpindah, dijual, atau diubah kondisinya oleh pelaku.

Keterlambatan pelaporan juga dapat membuat saksi sulit mengingat detail peristiwa. Dalam perkara pencurian handphone, waktu kejadian, posisi barang, dan orang yang berada di sekitar lokasi menjadi informasi penting yang sebaiknya diperoleh sesegera mungkin.

BAP memperlihatkan bahwa pelaku diamankan oleh warga dan kepala lingkungan sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam praktik, masyarakat sering memiliki peran awal dalam mengamankan pelaku, tetapi penyidik tetap harus menguji keterangan tersebut secara hukum.

Kendala muncul apabila pelaku mengakui beberapa perbuatan di lokasi berbeda. Penyidik harus memisahkan tiap peristiwa agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan korban, barang, waktu kejadian, dan pasal yang disangkakan.

Hasil wawancara dengan IPTU M. Siriat, S.H., M.H. menunjukkan bahwa penyidik harus memastikan setiap perkara memiliki dasar laporan dan alat bukti masing-masing. Pengakuan pelaku mengenai beberapa lokasi tidak otomatis dapat dijadikan dasar tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Kendala administratif juga dapat terjadi apabila data dalam laporan, BAP, dan barang bukti tidak tersusun rapi. Kesalahan kecil dalam penulisan identitas barang, nama saksi, atau waktu kejadian dapat mengganggu kelancaran proses perkara.

Kendala teknis lain adalah keterbatasan akses terhadap data perangkat apabila handphone telah direset atau akun korban telah dikeluarkan dari perangkat. Dalam keadaan seperti ini, penyidik perlu mengandalkan identitas fisik barang dan keterangan pihak-pihak yang terkait.

Penyidik juga menghadapi kendala apabila barang bukti tidak ditemukan kembali. Dalam perkara pencurian handphone, barang yang sudah dijual dapat berpindah dari satu pembeli ke pembeli lain, sehingga penyidik harus mengikuti jejak transaksi yang tidak selalu tercatat secara resmi.

Kendala di lapangan semakin terasa apabila transaksi dilakukan secara tunai dan tidak ada bukti tertulis. Dalam BAP, penjualan handphone disebutkan secara lisan kepada pihak tertentu, sehingga penyidik perlu memeriksa pihak penerima barang untuk menguatkan keterangan tersebut.

Dalam penyidikan, penyidik juga harus menjaga agar proses pemeriksaan tetap objektif. Walaupun korban lalai, penyidik tidak boleh langsung menyalahkan korban karena inti perkara tetap terletak pada perbuatan pelaku yang mengambil barang tanpa hak.

Kendala lain adalah adanya anggapan masyarakat bahwa pencurian handphone karena kelalaian korban merupakan perkara kecil. Pandangan ini dapat membuat saksi enggan memberikan keterangan atau korban ragu melapor, padahal secara hukum hak milik tetap harus dilindungi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Tomi Septani, penyidik perlu membangun komunikasi yang baik dengan korban dan masyarakat agar mereka bersedia memberikan informasi. Tanpa dukungan informasi dari sekitar lokasi, perkara pencurian handphone sering sulit diungkap secara cepat.

Kendala dalam menentukan niat pelaku juga menjadi perhatian. Penyidik harus membuktikan bahwa pelaku tidak sekadar menemukan barang, tetapi mengambil dan menguasainya dengan maksud untuk dimiliki atau dijual kepada orang lain.

Dalam perkara ini, keterangan tersangka bahwa handphone dijual setelah diambil menjadi petunjuk kuat mengenai adanya maksud memiliki secara melawan hukum. Tindakan menjual barang milik korban menunjukkan bahwa pelaku memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri.

Kendala penyidikan juga muncul ketika pelaku mengalihkan sebagian tanggung jawab kepada pihak lain. Misalnya, pelaku menyebut orang lain hanya membantu menjual atau mencari penggadai, sehingga penyidik perlu membedakan peran masing-masing orang secara cermat.

Pembedaan peran tersebut penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan apakah seseorang sebagai pelaku, turut serta, pembantu, atau hanya saksi. Dalam perkara yang melibatkan beberapa orang setelah barang dicuri, analisis peran menjadi bagian penting dari penyidikan.

Kendala terakhir adalah memastikan berkas perkara memenuhi standar pembuktian sebelum dilimpahkan. Penyidik harus memastikan bahwa alat bukti cukup, uraian peristiwa jelas, barang bukti teridentifikasi, dan unsur pencurian dapat dibuktikan.

Dengan demikian, kendala penyidik dalam mengungkap pencurian handphone akibat kelalaian korban meliputi minimnya saksi langsung, cepatnya barang berpindah tangan, keterbatasan bukti kepemilikan, perubahan kondisi perangkat, keterlambatan laporan, serta keterlibatan pihak ketiga dalam pengalihan barang.

Meskipun demikian, kendala tersebut tidak menjadikan penyidikan mustahil dilakukan. Penyidik tetap dapat membangun pembuktian melalui keterangan korban, keterangan tersangka, identitas handphone, jejak pengalihan barang, serta keterangan pihak-pihak yang berhubungan dengan barang hasil pencurian.

Berdasarkan pembahasan tersebut, kendala penyidikan pencurian handphone akibat kelalaian korban harus diatasi melalui ketelitian dalam menyusun fakta dan kecermatan menghubungkan setiap alat bukti. Dengan cara itu, perkara tetap dapat diungkap meskipun korban sebelumnya lalai menjaga barang miliknya.

C.
 Upaya Penyidik Polres Pelabuhan Belawan dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Handphone Akibat Kelalaian Korban

Upaya penyidik Polres Pelabuhan Belawan dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian handphone akibat kelalaian korban dilakukan melalui langkah-langkah penyidikan yang sistematis. Penyidik tidak hanya menerima laporan, tetapi juga menelusuri peristiwa dari awal sampai barang berpindah tangan.

Langkah pertama yang dilakukan penyidik adalah memperjelas kronologi dari korban. Korban perlu menerangkan kapan terakhir kali handphone berada dalam penguasaannya, di mana handphone diletakkan, siapa saja yang berada di sekitar lokasi, dan kapan korban menyadari bahwa handphone tersebut hilang.

Setelah kronologi diperoleh, penyidik berupaya mencari titik yang menunjukkan adanya perbuatan mengambil oleh pelaku. Dalam perkara pencurian akibat kelalaian korban, titik ini penting karena penyidik harus membuktikan bahwa hilangnya handphone bukan hanya akibat lupa, melainkan karena diambil oleh orang lain.

Upaya berikutnya adalah mengidentifikasi barang yang dicuri. Identifikasi dapat dilakukan melalui merek, warna, jenis, nomor IMEI, data akun, atau ciri tertentu yang membedakan handphone korban dari handphone lain.

Dalam BAP perkara ini, handphone yang disebut sebagai objek pencurian adalah Realmi C2 warna biru RAM 2/32 dengan nomor IMEI yang dicantumkan dalam pemeriksaan. Pencantuman identitas tersebut menjadi salah satu upaya penyidik untuk memperjelas objek perkara.

Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mengetahui bagaimana peristiwa pencurian dilakukan. Keterangan tersangka dapat membantu penyidik memahami cara pelaku mengambil handphone, alasan mengambil, dan tindakan pelaku setelah barang dikuasai.

Menurut hasil wawancara dengan IPTU M. Siriat, S.H., M.H. pada tanggal 25 Mei 2026, penyidik berupaya menyusun perkara dengan melihat kesesuaian antara keterangan korban, keterangan saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti. Kesesuaian tersebut menjadi dasar agar penyelesaian perkara tidak hanya bergantung pada satu keterangan.

Dalam BAP, tersangka menerangkan bahwa setelah berhasil mengambil handphone, ia pergi ke Uni Kampung untuk menjumpai Widya dan menjual handphone tersebut sebesar Rp170.000,00. Keterangan ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menelusuri pihak penerima barang.

Upaya menelusuri pihak penerima barang sangat penting karena handphone merupakan barang yang mudah dialihkan. Penyidik harus mengetahui kepada siapa barang dijual, kapan transaksi terjadi, dan apakah barang masih dapat ditemukan kembali.

Apabila handphone telah dijual kepada pihak ketiga, penyidik dapat memeriksa pihak tersebut sebagai saksi atau pihak terkait. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan asal-usul barang dan mengetahui apakah penerima barang mengetahui bahwa handphone berasal dari tindak pidana.

Upaya penyidik berikutnya adalah menghubungkan pengakuan tersangka dengan keterangan pihak lain. Dalam penyidikan, pengakuan tersangka harus diuji melalui fakta lain agar keterangan tersebut tidak berdiri sendiri.

AIPDA Tomi Septani dalam wawancara tanggal 25 Mei 2026 menjelaskan bahwa penyidik pembantu membantu melengkapi berkas, mengadministrasikan pemeriksaan, dan memastikan setiap keterangan dicatat secara jelas. Hal ini diperlukan agar perkara dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya tanpa hambatan administratif.

Penyidik juga berupaya menggali peran pihak lain yang disebut dalam pemeriksaan. Dalam BAP, nama Ewin dan Kelvin disebut berkaitan dengan pencarian orang yang akan menggadai sepeda motor, sedangkan Widya dan Nina disebut berkaitan dengan pengalihan barang hasil pencurian.

Meskipun fokus penelitian adalah pencurian handphone, keterangan mengenai barang lain seperti sepeda motor tetap berguna untuk memahami pola perbuatan pelaku. Dari rangkaian tersebut, penyidik dapat melihat bagaimana pelaku menguasai barang dan kemudian mengalihkannya kepada pihak lain.

Upaya penyidik juga dilakukan dengan memperhatikan unsur izin dari pemilik. Dalam BAP, tersangka menerangkan bahwa ia tidak memiliki izin untuk mengambil kendaraan dan handphone milik korban. Keterangan ini memperkuat unsur melawan hukum dalam perkara pencurian.

Penyidik perlu memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan pelaku benar-benar menunjukkan maksud memiliki secara melawan hukum. Tindakan menjual handphone setelah mengambilnya menjadi salah satu indikator bahwa pelaku bermaksud menguasai barang tersebut.

Upaya penyelesaian perkara juga dilakukan melalui penyusunan berita acara pemeriksaan yang lengkap. BAP menjadi dokumen utama yang menggambarkan proses pemeriksaan, identitas yang diperiksa, kronologi, barang yang dicuri, pihak yang terlibat, dan pengakuan atau keterangan yang diberikan.

Dalam penyidikan, penyidik harus menjaga agar pemeriksaan dilakukan secara sah. Tersangka harus diperiksa dalam keadaan sehat, diberikan kesempatan untuk menerangkan peristiwa, dan tidak boleh dipaksa dalam memberikan keterangan.

BAP yang dilampirkan menunjukkan bahwa tersangka menyatakan keterangannya diberikan dengan sebenar-benarnya dan tidak merasa dipaksa. Hal ini penting karena keabsahan pemeriksaan menjadi bagian dari kekuatan berkas perkara.

Upaya lain yang dapat dilakukan penyidik adalah melakukan pengembangan terhadap lokasi-lokasi lain yang diakui pelaku. Namun, pengembangan tersebut harus tetap didukung laporan dan alat bukti agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pembuktian.

Dalam perkara pencurian handphone akibat kelalaian korban, penyidik juga perlu memberikan pemahaman kepada korban bahwa kelalaian tidak menutup haknya untuk memperoleh perlindungan hukum. Selama ada perbuatan mengambil oleh pelaku, korban tetap memiliki hak untuk melaporkan dan meminta proses hukum.

Penyidik juga dapat meminta korban melengkapi data kepemilikan handphone. Data seperti nomor IMEI, bukti pembelian, akun yang tertaut, dan ciri fisik perangkat akan membantu penyidik mengidentifikasi barang apabila ditemukan.

Dalam praktik, penyidik sering berkoordinasi dengan pihak-pihak di lapangan, seperti kepala lingkungan, warga sekitar, atau pihak yang disebut dalam BAP. Koordinasi ini berguna untuk mempercepat pencarian informasi dan memperjelas peran masing-masing pihak.

BAP perkara ini menyebut bahwa pelaku diamankan oleh warga dan kepala lingkungan sebelum diserahkan kepada polisi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerja sama masyarakat dapat membantu penyidik pada tahap awal pengungkapan perkara.

Hasil wawancara dengan IPTU M. Siriat, S.H., M.H. menunjukkan bahwa penyidik berupaya mengembangkan setiap informasi yang diperoleh dari korban, saksi, dan tersangka. Informasi kecil sekalipun dapat menjadi petunjuk ketika barang sudah berpindah tangan.

Upaya penyidik dalam menyelesaikan perkara juga harus mempertimbangkan kepastian hukum. Korban perlu mengetahui bahwa laporannya ditindaklanjuti, sedangkan tersangka tetap diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan handphone yang telah dijual, penyidik dapat menelusuri kembali jalur penjualan. Keterangan mengenai siapa pembeli, lokasi transaksi, dan nilai jual barang menjadi bagian penting dalam menemukan kembali barang bukti atau mengungkap penerima barang.

Upaya tersebut sekaligus membantu penyidik menilai apakah terdapat dugaan tindak pidana penadahan. Apabila penerima barang mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari pencurian, maka pemeriksaan dapat diarahkan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum.

Penyidik juga perlu mengembangkan keterangan mengenai penggunaan uang hasil penjualan barang curian. Dalam BAP lanjutan, tersangka menerangkan bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk narkoba dan judi, sehingga informasi tersebut dapat memberikan gambaran motif dan pola perilaku pelaku.

Informasi mengenai penggunaan uang hasil kejahatan memang tidak selalu menjadi unsur pencurian, tetapi dapat membantu penyidik memahami latar belakang perbuatan. Hal ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membaca motif dan kebiasaan pelaku.

Upaya penyelesaian perkara juga dilakukan dengan menyusun berkas secara lengkap sebelum dilimpahkan. Berkas yang lengkap harus memuat laporan polisi, BAP korban atau saksi, BAP tersangka, daftar barang bukti, serta dokumen pendukung lainnya.

Menurut AIPDA Tomi Septani, kelengkapan berkas sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyelesaian perkara. Apabila ada kekurangan dalam administrasi atau pembuktian, perkara dapat terhambat pada tahap penelitian berkas.

Penyidik juga perlu memastikan bahwa uraian peristiwa dalam berkas tidak bertentangan satu sama lain. Kesesuaian antara waktu kejadian, lokasi kejadian, barang yang diambil, dan pihak yang menerima barang akan memperkuat konstruksi perkara.

Upaya lain yang penting adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga barang bergerak seperti handphone. Walaupun edukasi bukan bagian langsung dari pembuktian, upaya pencegahan dapat mengurangi peluang terjadinya pencurian akibat kelalaian korban.

Dalam wilayah Polres Pelabuhan Belawan, perkara pencurian handphone dapat terjadi karena pelaku melihat kesempatan dari keadaan sekitar. Oleh sebab itu, penyidik tidak hanya bertindak setelah perkara terjadi, tetapi juga dapat mendorong pencegahan melalui imbauan kepada masyarakat.

Upaya penyidik dalam perkara ini memperlihatkan bahwa penyelesaian pencurian handphone tidak hanya bergantung pada penangkapan pelaku. Penyelesaian perkara juga bergantung pada kemampuan penyidik menelusuri barang, membuktikan unsur pencurian, dan menghubungkan setiap pihak yang terlibat.

Dalam pandangan penulis, upaya penyidik Polres Pelabuhan Belawan sudah tepat apabila diarahkan pada pengumpulan keterangan, pengembangan informasi, penelusuran barang, dan penguatan alat bukti. Cara ini penting karena kelalaian korban sering membuat perkara terlihat sederhana, padahal pembuktiannya tetap membutuhkan ketelitian.

Upaya penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian akibat kelalaian korban dilakukan dengan tetap menempatkan perbuatan pelaku sebagai fokus utama penyidikan. Kelalaian korban, seperti meninggalkan barang tanpa pengawasan, lupa mengunci kendaraan, atau meletakkan barang berharga di tempat terbuka, tidak menghapus sifat pidana dari perbuatan pencurian. Oleh karena itu, penyidik tetap berkewajiban mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana serta menemukan pelakunya.

Dalam proses penyidikan, penyidik melakukan beberapa langkah, antara lain menerima laporan korban, mendatangi tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi, mengamankan barang bukti, menelusuri rekaman CCTV apabila tersedia, serta mencari petunjuk mengenai identitas pelaku. Penyidik juga perlu menggali kronologi secara lengkap, termasuk bagaimana kelalaian korban terjadi dan bagaimana pelaku memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil barang milik korban. Hal ini penting agar penyidik dapat membedakan antara kehilangan biasa dengan tindak pidana pencurian yang memenuhi unsur mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.

Selain itu, penyidik juga dapat melakukan upaya pencarian barang hasil curian, pelacakan terhadap pelaku, pemeriksaan terhadap pihak yang diduga menerima atau membeli barang curian, serta pengembangan perkara apabila terdapat jaringan atau keterlibatan pihak lain. Dalam penyelesaian perkara, kelalaian korban dapat menjadi bagian dari uraian kronologi, tetapi tidak menjadi alasan untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penyidik tetap harus membangun pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah agar perkara dapat dilimpahkan kepada penuntut umum secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, upaya penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian handphone akibat kelalaian korban dilakukan melalui pemeriksaan korban, saksi, dan tersangka, identifikasi handphone, penelusuran pihak penerima barang, pengembangan informasi, serta penyusunan berkas perkara secara lengkap.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa kelalaian korban bukan penghalang bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara. Selama terdapat bukti bahwa pelaku mengambil dan menguasai handphone secara melawan hukum, penyidik tetap dapat melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan ini, penyelesaian perkara pencurian handphone akibat kelalaian korban di Polres Pelabuhan Belawan membutuhkan kerja penyidikan yang teliti, komunikatif, dan berbasis alat bukti. Dengan demikian, perkara dapat diselesaikan secara tepat dan memberikan kepastian hukum bagi korban maupun masyarakat.
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� Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012), hlm. 81.


� Hasil wawancara dengan AIPDA Tomi Septani, Penyidik Pembantu Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 25 Mei 2026, wawancara mengenai teknis penyidikan perkara pencurian handphone bagian 18.


� Pasal 189 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi Libert Eureqa Sinulingga, Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 06 Juli 2025, mengenai LP/B/508/VII/2025/SPKT/Polres Pelabuhan Belawan/Polda Sumut.


� Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Kencana: Jakarta, 2011), hlm. 85.


� Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Aksara Baru: Jakarta, 1983), hlm. 86.


� Pasal 14 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka Libert Eureqa Sinulingga, Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 07 Juli 2025, mengenai peran Ewin dan Kelvin dalam pencarian pembeli atau penggadai.


� Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press: Jakarta, 2014), hlm. 89.


� Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Kencana: Jakarta, 2010), hlm. 90.


� Hasil wawancara dengan IPTU M. Siriat, S.H., M.H., Penyidik/Kanit Resum Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 25 Mei 2026, wawancara mengenai proses penyidikan perkara pencurian handphone bagian 27.


� Pasal 106, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Libert Eureqa Sinulingga, Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 07 Juli 2025, mengenai penjualan handphone kepada Widya sebesar Rp170.000,00.


� Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Refika Aditama: Bandung, 2012), hlm. 94.


� Muhammad Rustamaji, “Penerapan Pasal 363 KUHP terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan,” Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 8, No. 2 (2019): 121.


� Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, (Bayumedia: Malang, 2013), hlm. 96.


� Pasal 117 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Libert Eureqa Sinulingga, Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 07 Juli 2025, mengenai keterangan tidak ada barang yang dirusak.


� M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hlm. 99.


� Hasil wawancara dengan AIPDA Tomi Septani, Penyidik Pembantu Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 25 Mei 2026, wawancara mengenai teknis penyidikan perkara pencurian handphone bagian 6.


� Pasal 187, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi Libert Eureqa Sinulingga, Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 06 Juli 2025, mengenai LP/B/508/VII/2025/SPKT/Polres Pelabuhan Belawan/Polda Sumut.


� Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2016), hlm. 103.


� Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Kencana: Jakarta, 2011), hlm. 104.


� Pasal 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka Libert Eureqa Sinulingga, Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 07 Juli 2025, mengenai peran Ewin dan Kelvin dalam pencarian pembeli atau penggadai.


� S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Alumni AHAEM-PETEHAEM: Jakarta, 1996), hlm. 107.


� Muhammad Rustamaji, “Penerapan Pasal 363 KUHP terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan,” Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 8, No. 2 (2019): 134.


� Hasil wawancara dengan IPTU M. Siriat, S.H., M.H., Penyidik/Kanit Resum Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 25 Mei 2026, wawancara mengenai proses penyidikan perkara pencurian handphone bagian 15.


� Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Libert Eureqa Sinulingga, Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 07 Juli 2025, mengenai penjualan handphone kepada Widya sebesar Rp170.000,00.


� Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), hlm. 112.


� Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, (Refika Aditama: Bandung, 2010), hlm. 113.


� Hasil wawancara dengan AIPDA Tomi Septani, Penyidik Pembantu Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 25 Mei 2026, wawancara mengenai teknis penyidikan perkara pencurian handphone bagian 20.


� Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Pasal 189 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, (Sinar Baru: Bandung, 1989), hlm. 127.


� R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Politeia: Bogor, 1995), hlm. 128.


� Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka Libert Eureqa Sinulingga, Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 07 Juli 2025, mengenai peran Ewin dan Kelvin dalam pencarian pembeli atau penggadai.


� Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012), hlm. 131.


� Hasil wawancara dengan AIPDA Tomi Septani, Penyidik Pembantu Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 25 Mei 2026, wawancara mengenai teknis penyidikan perkara pencurian handphone bagian 28.


� Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Libert Eureqa Sinulingga, Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 07 Juli 2025, mengenai kronologi pengambilan handphone Realmi C2.


� Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Kencana: Jakarta, 2011), hlm. 135.


� Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Aksara Baru: Jakarta, 1983), hlm. 136.


� Pasal 109 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka Libert Eureqa Sinulingga, Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 07 Juli 2025, mengenai ciri-ciri pihak yang membantu pengalihan barang hasil pencurian.


� Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press: Jakarta, 2014), hlm. 139.


� Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Kencana: Jakarta, 2010), hlm. 140.


� Hasil wawancara dengan IPTU M. Siriat, S.H., M.H., Penyidik/Kanit Resum Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 25 Mei 2026, wawancara mengenai proses penyidikan perkara pencurian handphone bagian 7.


� Pasal 185 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Libert Eureqa Sinulingga, Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 07 Juli 2025, mengenai keterangan tidak ada barang yang dirusak.


� Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Refika Aditama: Bandung, 2012), hlm. 144.


� Muhammad Rustamaji, “Penerapan Pasal 363 KUHP terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan,” Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 8, No. 2 (2019): 122.


� Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, (Bayumedia: Malang, 2013), hlm. 146.


� Pasal 362, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Libert Eureqa Sinulingga, Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 07 Juli 2025, mengenai kronologi pengambilan handphone Realmi C2.


� M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hlm. 149.


� Hasil wawancara dengan AIPDA Tomi Septani, Penyidik Pembantu Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 25 Mei 2026, wawancara mengenai teknis penyidikan perkara pencurian handphone bagian 16.


� Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka Libert Eureqa Sinulingga, Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 07 Juli 2025, mengenai ciri-ciri pihak yang membantu pengalihan barang hasil pencurian.


� Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2016), hlm. 153.


� Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Kencana: Jakarta, 2011), hlm. 154.


� Pasal 106, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Libert Eureqa Sinulingga, Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 07 Juli 2025, mengenai penjualan handphone kepada Widya sebesar Rp170.000,00.


� S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Alumni AHAEM-PETEHAEM: Jakarta, 1996), hlm. 157.


� Muhammad Rustamaji, “Penerapan Pasal 363 KUHP terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan,” Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 8, No. 2 (2019): 135.


� Hasil wawancara dengan IPTU M. Siriat, S.H., M.H., Penyidik/Kanit Resum Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 25 Mei 2026, wawancara mengenai proses penyidikan perkara pencurian handphone bagian 25.


� Pasal 117 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi Libert Eureqa Sinulingga, Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 06 Juli 2025, mengenai LP/B/508/VII/2025/SPKT/Polres Pelabuhan Belawan/Polda Sumut.


� Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), hlm. 162.


� Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, (Refika Aditama: Bandung, 2010), hlm. 163.


� Hasil wawancara dengan AIPDA Tomi Septani, Penyidik Pembantu Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 25 Mei 2026, wawancara mengenai teknis penyidikan perkara pencurian handphone bagian 30.


� Pasal 188 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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